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ABSTRAK 
 

KETERKAITAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA 

PEMBERIAN SANTUNAN SWDKLLJ OLEH PT JASA 

RAHARJA TERHADAP KENDARAAN YANG MENUNGGAK 

PAJAK DI PROVINSI LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

YUNIA KARTIKA PUTRI 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dengan pemberian santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ) oleh PT Jasa Raharja terhadap kendaraan yang menunggak pajak di Provinsi 

Lampung. Pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ merupakan dua kewajiban yang 

dibayarkan secara bersamaan oleh pemilik kendaraan setiap tahunnya. SWDKLLJ 

memiliki peran penting sebagai dasar pemberian santunan kecelakaan kepada korban, baik 

pengendara maupun pihak ketiga. Namun, rendahnya kepatuhan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor berdampak pada terhambatnya pengumpulan SWDKLLJ, yang dapat 

memengaruhi kelancaran pemberian santunan. 

Meskipun demikian, PT Jasa Raharja tetap memberikan santunan kepada korban 

kecelakaan, termasuk kendaraan yang menunggak pajak, sebagai wujud perlindungan 

sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor sangat 

penting demi keberlangsungan dana santunan. Oleh karena itu, upaya pemerintah seperti 

program pemutihan pajak dan layanan samsat keliling dinilai efektif dalam mendorong 

kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktu. 

 

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan (SWDKLLJ), PT Jasa Raharja, Penunggakan Pajak, Santunan Kecelakaan. 
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ABSTRACT 

INTERRUPTION OF MOTOR VEHICLE TAX ON THE PROVISION OF 

SWDKLLJ COMPENSATION BY PT JASA RAHARJA TO VEHICLES WITH 

TAX DEPRIVATION IN LAMPUNG PROVINCE 

By 

YUNIA KARTIKA PUTRI 

 

This study aims to analyze the relationship between Motor Vehicle Tax (PKB) and the 

provision of Compulsory Road Traffic Accident Fund Contribution (SWDKLLJ) 

compensation by PT Jasa Raharja to vehicles with tax delinquency in Lampung Province. 

Motor vehicle tax and SWDKLLJ are two obligations that are paid simultaneously by 

vehicle owners every year. SWDKLLJ has an important role as the basis for providing 

accident compensation to victims, both drivers and third parties. However, low compliance 

in paying motor vehicle tax has an impact on the hampered collection of SWDKLLJ, which 

can affect the smooth provision of compensation. 

 

Nevertheless, PT Jasa Raharja still provides compensation to accident victims, including 

vehicles that are in arrears on taxes, as a form of social protection. This study uses a 

descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, 

observations, and documentation. The results of the study indicate that increasing 

compliance with motor vehicle tax is very important for the sustainability of compensation 

funds. Therefore, government efforts such as tax amnesty programs and mobile SAMSAT 

services are considered effective in encouraging public awareness to pay tax obligations on 

time. 

 

Keywords: Motor Vehicle Tax, Compulsory Contribution to Road Traffic Accident Funds 

(SWDKLLJ), PT Jasa Raharja, Tax Arrears, Accident Compensation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan membiayai kepentingan umum 

adalah pajak. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. 

Pada umumnya suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk 

mensejahterahkan kehidupan rakyatnya. Maka pemerintah perlu mendapatkan dana 

tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa 

yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak di indonesia dibagi menjadi 2 berdasarkan 

wilayahnya yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap 

daerah di dorong agar dapat mencari sumber penerimaan daerahnya guna mengisi keuangan 

daerah yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah di peroleh melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari 

keberlakuannya otonomi daerah. Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak 

provinsi dibagi menjadi lima jenis pajak: 1) Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 5) Pajak Rokok. 

Dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran dan 

di bayar sekaligus dimuka. 

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang berkontribusi cukup baik yaitu Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan 

pajak yang memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Maka, perlu 

adanya optimalisasi penerimaan PKB melalui berbagai cara yang dapat meningkatkan 

jumlah penerimaan dari sektor tersebut, diantaranya yaitu dengan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Asis, 2017). 

Pelayanan pajak merupakan salah satu pelayanan yang ada di indonesia di bidang 

pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk dalam 
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pajak daerah provinsi, kemudian menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. 

Pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor, pemerintah membentuk badan khusus 

yang bertugas mengurus pajak kendaraan adalah SAMSAT. SAMSAT merupakan suatu 

kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), PT Jasa Raharja dan Polisi 

untuk pelayanan menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 

berkaitan dengan pemasukkan kas melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) (Mas’adah, 2019). 

Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun menjadi suatu upaya pembenahan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam upaya tersebut terdapat 

kendala dimana kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang 

mengakibatkan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Berbagai 

upaya dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta 

penerimaan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan dengan berbagai alternatif seperti 

pengadaan unit pembantu yakni SAMSAT keliling, serta program pemutihan. Pemutihan 

pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak yang 

belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan membebaskan mereka 

dari sanksi keterlambatan pembayaran selama waktu tersebut (Artha, 2018). Dengan tujuan 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. 

Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan 

bermotor yang belum bayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif pemutihan 

ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran wajib pajak 

kendaraan bermotornya. 

Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) salah satunya 

meliputi pembayaran Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

SWDKLLJ merupakan sumbangan yang berfungsi sebagai jaminan bagi pengendara 

apabila terjadi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964. 

SWDKLLJ terdapat di belakang Surat Tanda Nomor Kendaraan. Kecelakaan lalu lintas 

bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga bisa menimbulkan risiko kepada 

masyarakat. Selama ini tingkat kecelakaan kendaraan pribadi maupun umum seperti bus, 

microbus dan angkutan kota baik itu kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan beruntun 

masih terbilang tinggi. Dengan tingginya risiko yang dihadapi korban kecelakaan maka 

setiap warga negara mendapat jaminan perlindungan dari risiko yang muncul akibat 

kecelakaan tersebut oleh negara (Mahardika, 2017). 
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Dari uraian di atas, peran SWDKLLJ dalam pajak kendaraan bermotor sangat penting 

diperhatikan. Hal ini karena SWDKLLJ tidak hanya berfungsi sebagai pembayaran pajak, 

tetapi juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu 

lintas. Namun, rendahnya kepatuhan wajib pajak serta masih tingginya jumlah tunggakan 

pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi penerimaan ini. 

Dengan adanya peningkatan pelayanan seperti SAMSAT keliling dan program pemutihan, 

diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar PKB 

dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Berdasarkan point tersebut, maka penulis mengambil 

judul penelitian “Keterkaitan pajak kendaraan bermotor dengan pemberian santunan 

SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja terhadap kendaraan yang menunggak pajak di 

Provinsi Lampung” 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana Keterkaitan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemberian Santunan 

SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja Terhadap Kendaraan yang Menunggak Pajak namun 

Mengalami Kecelakaan lalu lintas?” 

1.3 Tujuan Penulisan 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan yang 

hendak dicapai untuk menganalisis Keterkaitan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan 

Pemberian Santunan SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja Terhadap Kendaraan yang 

Menunggak Pajak namun Mengalami Kecelakaan lalu lintas. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

 
Penulis berharap hasil dari penelitian Laporan Akhir ini dapat menjadi acuan untuk 

mahasiswa menyelesaikan laporan akhirnya dan juga menjadi manfaat bagi berbagai pihak 

seperti : 

1. Bagi Pembaca 

 

Sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait keterkaitan pajak kendaraan 

bermotor dan SWDKLLJ. 

2. Bagi Instansi 

 

Dapat Membantu memberikan informasi berkenaan dengan pajak kendaraan 

bermotor dan SWDKLLJ 

3. Bagi Masyarakat 

 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, lebih mengenal dunia kerja 

dan mendapatkan pengetahuan di bidang perpajakan dan jaminan sosial lalu lintas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengetahuan Umum tentang Pajak 

 

 Pengertian Pajak 

 
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan 

keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- 

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mujiyati & Aris (2023:8) pajak adalah iuran dari rakyat yang dapat 

dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus 

dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang- 

undang. Pajak bersifat memaksa, berdasarkan ketentuan hukum, dan digunakan untuk 

kepentingan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. 

 Fungsi Pajak 

 
Menurut (Mardiasmo, 2019) menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi, yaitu: 

 

1. Fungsi Anggaran (budgetair) 

 

Salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- 

pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (regulerend) 

 

Sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi. Contoh, barang-barang mewah dikenakan pajak yang 

tinggi dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 



6 
 

 

 

3. Fungsi Stabilitas 

 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa 

dilakukan seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistrubusi Pendapatan 

 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

2.1.3. Pengelompokkan Pajak 

 
Pengelompokkan pajak menurut (Mardiasmo, 2019): 

 

a. Menurut Golongannya 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

a. Menurut Sifatnya 

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini 

adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

b. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara, seperti PPH, PPN, PPnBM, dan Bea 

Materai. 

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. 
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2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

 
System pemungutan pajak dibagi tiga: 

 

1. Official Assessement System 

 

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. 

2. Self Assessment System 

 

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

3. Withholding System 

 

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga untuk memotong, memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

2.1.5 Tarif Pajak 

 
Tarif pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut: 

 

a. Tarif Progresif 

Tarif ini pemungutan pajaknya atas presentasenya akan naik sebanding 

menggunakan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di indonesia, jenis tarif pajak ini 

diterapkan menjadi metode pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi. 

b. Tarif Degresif 

Tarif degresif kebalikan dari pajak progresif yaitu presentase pajak menggunakan 

tarif ini akan dipungut lebih kecil dengan dasar pengenaan pajaknya meningkat. 

Artinya, presentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau turun saat dasar 

pengenaan pajaknya semakin besar. 

c. Tarif Proporsional 

Presentase pemungutan pajak tarif proporsional ini akan permanen dan tidak ada 

perubahan terhadap seluruh dasar pengenaan pajaknya atau dapat dikatakan bahwa 

sebanyak apapun jumlah objek pajak yang dikenakan pada pajak penghasilannya, 

presentasenya pun akan permanen sama. 
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d. Tarif Regresif 

Tarif regresif yakni tarif yang waktu pemungutan tarif pajaknya akan selalu 

permanen tanpa melihat jumlah menurut seluruh dasar pengenaan pajaknya. 

2.2 Pajak Daerah 

 

 Pengertian Pajak Daerah 

 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- 

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Jenis Pajak Daerah 

 
1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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2.3 Pajak Kendaraan Bermotor 

 

 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikkan dan 

penguasaan kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan 

daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah pasal 3, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas 

kepemilikkan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah 

kepemilikkan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian 

kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang 

dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan diair. 

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah: 

1. Kereta api. 

2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan 

keamanan negara. 

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. 

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan, seperti pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 

Kepolisian. 
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 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil 

perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 

 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

 
a. 1% untuk kepemilikkan kendaraan bermotor pertama 

b. 1,25% untuk kepemilikkan kendaraan bermotor kedua 

c. 1,5% untuk kepemilikkan kendaraan bermotor ketiga 

d. 1,75% untuk kepemilikkan kendaraan bermotor keempat 

e. 2% untuk kepemilikkan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya 

f. 0,5% untuk kepemilikkan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 

umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan keadaan sosial lainnya milik 

pemerintah. 

Pengenaan dasar tarif pajak kendaraan bermotor diatur dalam kebijakan pemerintah 

daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor dihitung dari 

tarif dikalikan dengan dasar pengenaan, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 

dikalikan dengan bobot kendaraan. Pada saat pembayaran, besaran yang harus dibayarkan 

juga mencakup SWDKLLJ yang dikelola oleh PT Jasa Raharja, sesuai ketentuan nasional. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 

tentang besaran santunan dan SWDKLLJ, setiap jenis kendaraan dikenakan biaya 

penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat sebesar Rp 3.000. Berikut ini perhitungan  

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu: 

 

PKB = NJKB x Tarif PKB + Tarif SWDKLLJ 
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 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 
 

   Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan tambahan pungutan sebesar 66% dari 

jumlah pajak kendaraan bermotor yang dikenakan. Penetapan opsen pajak kendaraan 

bermotor memiliki dasar hukum yang kuat, yakni diatur dalam Undang-Undang N. 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut 

ini perhitungan opsen pajak kendaraan bermotor:  

 

Opsen PKB = 66% x Tarif PKB x NJKB 

 

              

2.4 Penunggakan Pajak 

 

 Pengertian Penunggakan Pajak 

 
Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas 

(2006:1) menyatakan bahwa tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 

Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan. Dalam pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ketika pemilik kendaraan 

tidak membayar PKB dan SWDKLLJ tahunan tepat waktu, biasanya melewati jatuh tempo 

1 tahun dari masa berlaku STNK. 

 Faktor Penunggakan Pajak 

 
Faktor penunggakan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh mudahnya 

persyaratan membeli kendaraan secara kredit. Selain itu, masalah kelalaian juga 

berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. 

Banyak masyarakat yang tidak bersedia dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting 

membayar pajak (Putra & Jati, 2017). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tunggakan pajak kendaraan 

bermotor yaitu kesadaran. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan 

keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas 

perpajakannya sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. 

Pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak 

diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal 

ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar  (Hardiningsih, 2011).
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2.5 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan 

bermotor serta menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan 

kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara menghapus denda 

keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Liu, 2022). Biasanya setiap 

keterlambatan akan dikenakan denda, namun karena adanya pemutihan tersebut maka 

hanya membayarkan pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar denda. Kebijakan ini 

ditujukan untuk semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat baik 

kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum (berdasarkan aturan yang berlaku). 

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bisa diberikan kapan saja sesuai dengan 

peraturan yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh gubernur. 

2.6 Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) 

 
SWDKLLJ adalah Sumbangan Wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan 

bermotor tiap tahun bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Dana ini berfungsi sebagai jaminan bagi pengendara jika seandainya mengalami 

kecelakaan di jalan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik  Indonesia Nomor 

16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ Pasal 2 menjelaskan 

SWDKLLJ merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik 

alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan 

lalu lintas. 

 Dasar Hukum Pelaksanaan SWDKLLJ 

 
1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang Umum PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. 

2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 
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 Manfaat SWDKLLJ 

 
Memberikan jaminan santunan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, baik kepada 

pengemudi, penumpang, maupun pihak ketiga. Pemilik Kendaraan mendapatkan 

keuntungan langsung dari pembayaran pajak, karena dana yang disetor akan kembali dalam 

bentuk perlindungan apabila terjadi kecelakaan. 

2.7 Santunan Kecelakaan oleh PT Jasa Raharja 

 
PT Jasa Raharja adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi santunan 

kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib 

pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya 

dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi 

tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di 

jalan raya. 

 Jenis Santunan 

 
Jenis santunan kecelakaan pada jasa raharja, sebagai berikut: 

 

1. Santunan meninggal dunia 

Untuk korban yang mengalami kecelakaan kemudian meninggal dunia akibat 

kecelakaan tersebut maka ahli waris dari korban berhak mendapatkan santunan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu: 

a. Janda atau duda yang sah 

b. Anak-anak nya yang sah 

c. Orangtuanya yang sah 

d. Apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan pengantian biaya penguburan 

kepada yang menyelenggarakannya 

2. Santunan luka-luka 

Jika terjadi kecelakaan pada kendaraan umum kemduian korban mengalami cidera 

luka-luka maka pihak ahli waris/pihak Rumah sakirt dapat mengajukan santunan 

ke PT Jasa Raharja Cabang Lampung untuk biaya perawatan serta pengobatan. 
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3. Santunan cacat tetap/fungsi 

Untuk korban kecelakaan baik angkutan umum ataupun kendaraan pribadi yang 

mengalami cacat tetap mempunyai hak atas santunan, cacat tetap mempunyai hak 

atas santunan, cacat tetap yang dijamin adalah cacat yang bersifat menetap dan 

tidak dapat dipulihkan atau disembuhkan kembali untuk selamanya. Cacat tetap 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Cacat tetap fisik 

b. Cacat tetap fungsi 

4. Santunan Penguburan 

Jika korban dari kejadian kecelakaan meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya 

maka PT Jasa Raharja Cabang Lampung memberikan santunan berupa biaya 

penguburan atau pemakaman. 

 

Tabel 2.1 Besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) 

Jenis Kendaraan Tarif SWDKLLJ 

Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil 

ambulance, mobil jenazah dan mobil 

pemadam  kebakaran  dibebaskan  dari 

kewajiban membayar SWDKLLJ. 

Rp 0 

Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, 

excavator, crane dan sejenisnya. 

Rp 20.000,00 

Sepeda motor, sepeda kumbang  dan 

scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan 

kendaraan bermotor roda tiga. 

Rp 32.000,00 

Sepeda motor di atas 250 cc. Rp 80.000,00 

Pick up/mobil barang sampai dengan 2.400 

cc, sedan, jeep dan mobil penumpang 

bukan angkutan umum. 

Rp 140.000,00 

Mobil penumpang angkutan umum sampai 

dengan 1.600 cc. 

Rp 70.000,00 

Bus dan mikro bus bukan angkutan umum. Rp 150.000,00 

Bus dan mikro bus angkutan umum, serta 

mobil penumpang angkutan umum lainnya 

di atas 1.600 cc. 

Rp 87.000,00 

Truk, mobil tangki, mobil gandengan, 

mobil  barang  di  atas  2.400  cc,  truk 

container dan sejenisnya. 

Rp 160.000,00 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT Jasa Raharja Cabang Lampung yang 

beralamat Jl. Wolter Monginsidi No. 220 A, Pahoman, Teluk Betung Utara, Sumur Putri, 

Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari sampai dengan 

28 Februari 2025. 

3.2 Jenis Data 

 
Jenis data yang di gunakan dalam laporan ini yaitu: 

 

1. Data Primer 

 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis langsung dari lapangan. 

Untuk memperoleh data primer maka penulis langsung datang ke sumbernya atau 

diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara maupun diskusi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri, tetapi data yang 

diperoleh dari sumber lain. Data sekunder biasanya bersumber dari data 

dokumentasi yang berupa data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti 

Jurnal, Undang-Undang, Buku, PMK maupun literature lain yang berhubungan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh 

informasi yang mendalam dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara 

dilakukan kepada pihak PT Jasa Raharja sebagai instansi yang menangani santunan 

kecelakaan lalu lintas melalui program SWDKLLJ, guna memperoleh data 

mengenai prosedur dan ketentuan pemberian santunan, terutama pada kendaraan 

yang menunggak pajak. 

2. Metode Pengamatan (Observasi) 

Metode observasi ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan dengan cara terjun langsung ke lapangan. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan berbagai dokumen tertulis atau tercetak, berupa berita, 

laporan, arsip, foto atau data lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi untuk mendalami masalah yang diteliti. 
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3.4 Gambaran Umum PT Jasa Raharja Cabang Lampung 

 

Gambar 3.1 Kantor PT Jasa Raharja Cabang Lampung 

 

3.4.1 Profil PT Jasa Raharja 

 
PT Jasa Raharja merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dengan bidang usaha asuransi sosial yang memberikan perlindungan dasar 

kepada masyarakat. PT Jasa Raharja berdiri pada tanggal 1 Januari 1960 seiring dengan 

disahkannya Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang 

seluruh modalnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia. Keberadaan PT Jasa 

Raharja tidak hanya dilihat sebagai perusahaan asuransi dalam hal kecelakaan, akan tetapi 

PT Jasa Raharja menjalankan peran dalam kehadiran negara memberikan jaminan sosial. 

PT Jasa Raharja melaksanakan asuransi kecelakaan sesuai implementasi dari Undang- 

Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 

dan Undang-Undang 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

Pelaksanaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya ditujukan kepada setiap 

orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, 

cacat tetap berharap mendapatkan dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian. 
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3.4.2 Visi dan Misi PT Jasa Raharja 

 
a. Visi 

Menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap 

risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. 

b. Misi 

Menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung 

human capital yang unggul guna menguatkan stakeholders engagement. 

3.4.3 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja 
 

 Gambar 3.2 Bagan struktur organisasi PT Jasa Raharja Cabang Lampung 

 
(Sumber: PT Jasa Raharja Cabang Lampung, 2025) 
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3.4.4 Uraian tugas pokok PT Jasa Raharja Cabang Lampung 

 
A. Kepala cabang 

 

Memimpin, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan 

administratif cabang dalam rangka pelaksanaan program santunan kecelakaan, 

pengumpulan SWDKLLJ, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di 

tingkat provinsi. 

B. Bagian operasional 

 

Melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi pelayanan santunan kecelakaan, 

penghimpunan SWDKLLJ, serta pelaksanaan fungsi komunikasi dan hubungan 

masyarakat. 

1. Sub bagian sumbangan dan humas 

 

Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan penerimaan SWDKLLJ yang 

disetorkan melalui samsat, serta membina hubungan baik dengan mitra kerja dan 

masyarakat melalui kegiatan kehumasan, publikasi, sosialisasi keselamatan lalu 

lintas, dan edukasi program perlindungan PT Jasa Raharja. 

2. Sub bagian iuran wajib 

 

Melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengawasan, administrasi, dan pelaporan 

Iuran Wajib (IW) dari perusahaan angkutan umum, sebagai dasar pemberian 

santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan selama berada dalam 

angkutan umum. 

3. Sub bagian pelayanan 

 

Melaksanakan penanganan laporan kecelakaan, verifikasi dan validasi data korban, 

proses klaim santunan, serta menyalurkan santunan kepada korban luka-luka 

maupun ahli waris korban meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Sub bagian administrasi santunan 

 

Melaksanakan pencatatan, pengarsipan, dan penyusunan dokumen administrasi 

terkait proses klaim santunan kecelakaan lalu lintas secara tertib dan tepat waktu. 
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5. Kantor pelayanan tingkat l/ll 

 

Melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat pada tingkat 

kabupaten/kota, terutama dalam menangani laporan kecelakaan, memproses dan 

menyalurkan santunan, serta melakukan koordinasi teknis dengan instansi 

setempat. 

C. Bagian Administrasi 

 

Mengelola kegiatan administrasi umum, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, 

serta penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional 

cabang secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

1. Sub bagian keuangan, akuntansi, dan ESG 

 

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi 

perusahaan, pengawasan penggunaan anggaran, dan penerapan prinsip ESG 

(Environmental, Social, Governance) dalam mendukung kinerja perusahaan yang 

berkelanjutan. 

2. Sub bagian human capital dan umum 

 

Melaksanakan administrasi kepegawaian, pengelolaan SDM (termasuk pelatihan 

dan penilaian kinerja), serta pengadaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan sarana 

dan prasarana kerja cabang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai keterkaitan antara pajak 

kendaraan bermotor dengan pemberian santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh PT Jasa Raharja terhadap kendaraan yang menunggak pajak 

di Provinsi Lampung, dapat saya simpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan 

SWDKLLJ merupakan dua kewajiban yang saling berkaitan dan dibayarkan secara 

bersamaan oleh pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya. SWDKLLJ memiliki peran 

penting sebagai dasar pemberian santunan kecelakaan oleh PT Jasa Raharja. Ketika pemilik 

kendaraan menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, secara otomatis ia juga 

menunggak SWDKLLJ, yang berdampak pada proses dan keberlangsungan pemberian 

santunan. Meskipun demikian, PT Jasa Raharja tetap menjalankan tugasnya dalam 

memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, termasuk kendaraan yang 

menunggak pajak. Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam menjamin perlindungan 

sosial. Akan tetapi, meningkatnya angka kecelakaan setiap tahunnya tidak disertai dengan 

peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, sehingga dapat mengganggu 

stabilitas dana yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. Untuk itu, dibutuhkan upaya antara 

Bapenda, PT Jasa Raharja, dan Kepolisian dalam mendorong kesadaran masyarakat akan 

pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu, serta menjaga keberlangsungan dana 

santunan bagi korban kecelakaan. 
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5.2 Saran 

 
Sebagai penulis, saya memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukkan untuk 

berbagai pihak: 

1. Bagi PT Jasa Raharja, diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi mengenai 

pentingnya membayar PKB dan SWDKLLJ, termasuk manfaat langsung yang 

diterima masyarakat melalui santunan kecelakaan. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap kewajiban 

membayar pajak, karena secara tidak langsung pembayaran tersebut merupakan 

bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan sesama pengguna jalan. 
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